
BUPATI MESUJI

PROVINSI IAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI

NoMoR / tnuut't 2cr23

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASIT^&N PEGAWAI APARATUR SIHL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MESUJI,

a. bahwa berdasarkan ketentrran Pasal 58 Peraturan

Pemerinta.h Nomor 12 Tahun 2A79 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatal kesejahteraan

pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja'

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan kesejahteraatr, motivasi

kerja serta prestasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu

memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai

dengal kemampuan keuangan daerah;

d. bahwa dalam rangka perhitungan indikator Tambahan

Penghasilan Pegawai {TPP) sesuai dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO-47OO Tahun 2O2O

tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negei
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUI 

NOMOR / TAHUN 2023 

TENTANG 

pEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI MESUJI, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b. bahwa dalam rangka 

pegawa1 yang didasarkan 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 

prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainya; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi 

kerja serta prestasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu 

memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah; 

d. bahwa dalam rangka perhitungan indikator Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; / 

peningkatan kesejahteraan 

pada kriteria beban kerja, 



\-

Mengingat

e. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian

besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPPI Aparatrr

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabulmten

Mesufi sesuai dengan Nomenklatur Nama Ja,batan;

f. bahvrra sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a", huruf b, huruf c, huruf d dan

huflrf e tersebut diatas, maka dipandang perh untuk

mengatur Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegaurai

Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nonncr 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraa$ Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Ne;rotisme {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851!;

2. Unda-ng-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara {tembaraa Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambalran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor A28,61;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahurr 2OO8 tentaag

Pembentukan Ka-br"lpaten Mesuji di Provinsi Lampung

{t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAA

Ntrmor 186, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a933I;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2474 tentang Aparatur

Sryll Negara $"embaran Negara Reprrblik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara.

Republik Indonesia Nomor 5a9a);

5. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indor:.esia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58771

sebagaimana telah diubah beberapa kafi terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2*22 teatang Cipta Kerja

menjadi UndangUndang Cipta Kerja {I*rrbaran Negara,

Mengingat 

e. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian 

besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Mesuji sesuai dengan Nomenklatur Nama Jabatan; 

f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 

dirnaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 

huruf e tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk 

rnengatur Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4933); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

/ 



Republik Indonesia Ta-trun 2Cr23 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negana Republik Indonesia Nomor 68561;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemeriutah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 67571;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zAtO tenta*g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor I14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SSS)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16
tentang Perangkat Daerah fl"emb'aran Negara Republik
Ind.onesia Tahun z0tg Nomor L87, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

8. Peratura* Pemerintah Nomor 11 Tahun BALZ tentang

Manaliemen Pegawai Negeri Sipil {Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 63, Tambahan

Lembalan Negara Republik Iadonesia Nomor GOSZI

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A2O kntang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ZBIZ

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomar 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6a771;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

Iembaran Negara Republik I*donesia Nomor 63221;

I"0. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A2L kntang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil $,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A27 Nomor 2A2, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 671S);

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037} 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 



11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Namor ?? Tahun ZOZO

tentang Pedoman Teknis Pengelol,aan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZAZA Nomor

1781|;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesqii Nomor 6 Tahun
2AZA tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Mesu$i {Lembaran Daera}r

Kabupaten Mesqji Tahun 2A2A, Nomor 6)"

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERTAN TAMBAHAN

PENGHASIT,AN PEGAWAI APARATUR SIHL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DaIerE Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Eaerah adalah Kabupaten Mesqii.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelengara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesufi.

3" Bupati adalah Bupati Mesqii.

4. Wakil Bupa.ti adalah Wakil Bupati Mesqji.

5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Mesqii,

6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penguna barang.

7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintatr dengan perjanjian kerja yang

diangkat oteh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

sr-ratu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan rligaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Ind.onesia yang memenuhi $yarat tertentu, diangkat sehagai Pegawai ASIS

Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mesuji Tahun 2020, Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. 
3. Bupati adalah Bupati Mesuji. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji. 
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 
7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 



secara tetap oleh pejabat pernbina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pernerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat ppFK

adalah urarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

1 1. Tambahan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disingka TPP adalah
penghasilan di.truar gqii yang diberikan oleh Pernerintah Daerah kepada
pegawai berdasarkan pertimbanganobjektif datam rangka meningkatkan
kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan azas kewajaran dan
kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

L2" Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungiawab,

wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu FD.

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang

Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang

meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan

kualifikasi pekerjaan, dan digunakaa sebagai dasar penggajian.

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungiawab, wewenang dal hak seorang PNS dalam rangka memimpin

suatu PD.

15" Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengaa peiayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

i6. Eselon adalah tingkatan jabatan struictural.

17. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan yang berupa sekolompok tugas yang

melernbaga dalam wadah dan jabatan.

18. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk
kerja yang diizinkan dalam jangka uraktu tertentu.

L9. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 {}ima}

tahun secara terus menerus.

20. Cuti Sakit rnerupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur

kandungan, danfatau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena

menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan

perawatan.

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

11. Tambahan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disingka TPP adalah 

penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 
pegawai berdasarkan pertimbanganobjektif dalam rangka meningkatkan 

kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan azas kewajaran dan 

kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu PD. 

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 

Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang 

meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam 

hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan 

kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 

suatu PD. 

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

16. Eselon adalah tingkatanjabatan struktural. 
17. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan 

gambaran atas isi jabatan yang berupa sekolompok tugas yang 

melembaga dalam wadah dan jabatan. 

18. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk 

kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 
19. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) 

tahun secara terus menerus. 
20. Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur 

kandungan, dan/ atau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena 

menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan 

perawatan. 



21. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran a*ak
pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi pNS,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN sebagai

berikut:

a. meningt<atkan kesejahteraan ASN;

b. meningkatkan disiplin ASN;

c. meningkatkan produktifitas kerja ASN;

d. menciptakan ASN yang profesioaal;

e. meninglratkan kinerja pelayanan prirna.

BAI} III

PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai herikut:
a. Kepastian hukum, dimasudkan bahwa pemberian Tpp ASN

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan;

b. ekuntabel, dimaksr:dkan bahwa Tpp ASN dapat
dipertanggqngiawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian ?PP ASN mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

d. Efektif dan E{isien, dimaksudka-n ba}rwa pemberian TPP ASN sesuai

dengan target dan tqiuan dengan tepat waktu sesrrai deagan

trrereacanaan kinerja yang ditetapkan;

e" Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan batrwa pemberian TPF ASN

harus mencerminkan rasa. keadilan dan kesamaan untuk memperolah
kesemFatan akan fungsi da:r peran sebagai pegawai ASN;

f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan
untuk menjarain kesejahteraan ASN;

21. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran anak 

pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN sebagai 
berikut: 

a. meningkatkan kesejahteraan ASN; 

b. meningkatkan disiplin ASN; 

c. meningkatkan produktifitas kerja ASN; 

d. menciptakan ASN yang profesional; 
e. meningkatkan kinerja pelayanan prima. 

BAB III 

PRINSIP 

dapat ASN TPP bahwa 

Pasal3 

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Kepastian hukum, dimasudkan bahwa pemberian TPP ASN 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 

dan keadilan; 

b. Akuntabel, dimaksudkan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai; 

d. Efektif dan Efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai 

dengan target dan tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan 

perencanaan kinerja yang ditetapkan; 

e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN 

harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperolah 
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN; 

f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan 

untuk menjamin kesejahteraan ASN; 



g. Optimalisasi dirnaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil

optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai ASN di lingkungan Pernerintah Mesuji diberikan

penghasilan pegawai dengan kriteria :

a. berdasarkan beban kerja;

b. berdasarkan prestasi kerja;

c" berdasarkan tempat tugas;

d. berd.asarkan kondisi kerja;

e. berdasarkan kelangkaan profesi;

f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

tamhatran

Pasal 5

{1} Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui

kban kerja normal.

{21 Kriteria tugas-tugas yarrg dinilai melampaui beban kerja norgral adalah:

4.. mempunyai jabatan atall pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi;

b. pekerjaaa yang melebihi jam kerja norrnal PNS febih dari 112,5 jam
per bulan);

c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.

{3} Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai

kemampuan daerah dari besaran bflsxeTPP.

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimarla

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yaag

memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai deagan bidans keahlianrrya

atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil 

optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 

BAB IV 

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Mesuji diberikan tambahan 

penghasilan pegawai dengan kriteria: 

a. berdasarkan beban kerja; 
b. berdasarkan prestasi kerja; 

c. berdasarkan tempat tugas; 

d. berdasarkan kondisi kerja; 

e. berdasarkan kelangkaan profesi; 

f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 

Pasal 5 

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani 

pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui 

beban kerja normal. 

(2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah: 

a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi; 

b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 112,5 jam 
per bulan); 

c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi. 

(3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai 

kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP. 

Pasal 6 
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang 
memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya 

atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya. 



t2l Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dari besaran basicTpp.

Pasal 7

tl) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan
tinggi dan daerah terpencil.

(21 Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, didapatkan
dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi
dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah wilayah Kabupaten.

{3} Alokasi tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan tempat bertugas
Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 5O7o {lima puluh persen} dari
basicTPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,5O

{satu koma lima puluh}.

Pasal 8

ti) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 humf d diberikan kepada pegawai ASN yang

melaksanakan tugas dan tanggungiawab memiliki resiko tinggl seperti

resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(21 Rincian kriteria tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kondisi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
b" pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kirnia

berbahaya/ radiasi/ bahan radiokatif;

c. pekerjaan yarrg berisiko dengan keselarnatan kerja;

d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan

yang setiagkat, namlrt tidak ada pejabat peiaksananya;dan/atau

f, pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan

fungsional dan tidak adajabatan struktural dibawahnya.

(31 Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja Kabupaten

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP

ASN.

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP. 

Pasal 7 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang 

melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan 

tinggi dan daerah terpencil. 

(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) berdasarkan pada Indeks TPP tern pat bertugas, didapatkan 

dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi 
dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah wilayah Kabupaten. 

(3) Alokasi tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan tempat bertugas 
Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

basicTPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 

(satu koma lima puluh). 

Pasal 8 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti 

resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya. 

(2) Rincian kriteria tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kondisi 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah: 

a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 

b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 

berbahaya/radiasi/bahan radiokatif; 

c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 

d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; 
e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan 

yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;dan/ atau 

f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan 

fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. 

(3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja Kabupaten 
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP 

ASN. 



Pasal 9

{1} Tamha}ran penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pega$rai ASN yang

melaksanakan tugas pada lriteria:
a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau;

b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak

ada yang bisa rnemeauhi pekerjaan yang dimaksud-

{21 Ta-rnbaha* penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana

dimaksud dalam ayat t1) diherikan kepada peganrai ASN yang

melaksaaakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah

Kahupaten Mesqii.

{3} Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala

Daerah.

(4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Kabupaten adalah

minimal 1O% {sepuluh persea} dari basieTPP ASN Kabupaten.

Pasal 1O

t1l Tambahan penglrasilan berdasarkan pertimbangaa objektif lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada pegawai

ASN sepanjaag diamanatkan oleh peraturan perundang-undaagan.

tzl Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objelctif lainnya sesuai

dengan kemampuan. keuangan daerah dan karalcteristik daerah.

Pasal L1

Jabatan pegawai ASN yarrg termasuk dalam kriteria penerima tambahan

penghasilan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP ASN PER MASING-MASING JABATAN

Pasal 12

(1) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Pemerintah

Kabupaten Mesuji, didasarkan pada parameter sebagai berikut;

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

c. Indeks Kemahalan Konstruksi;

d. Indeks Peny-elenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang 

melaksanakan tugas pada kriteria: 

a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/ atau; 

b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak 

ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud. 

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN yang 

melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah 

Kabupaten Mesuji. 

(3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala 

Daerah. 

(4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Kabupaten adalah 

minimal 10% (sepuluh persen} dari basic TPP ASN Kabupaten. 

Pasal 10 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada pegawai 

ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah. 

Pasal 11 

Jabatan pegawai ASN yang termasuk dalam kriteria penerima tambahan 

penghasilan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

BABV 

PENETAPAN BESARAN TPP ASN PER MASING-MASING JABATAN 

Pasal 12 

( 1) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Pemerintah 

Kabupaten Mesuji, didasarkan pada parameter sebagai berikut; 
a. Kelas Jabatan; 

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; 

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 



t?l Besaran Basrc tambahan penghasilan bagr PNS dihitung menggunakax

rumus: "(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per ketas jabatan sesuaf

ketentuart peraturan Wrund.ang-undangaru) x {indeks kolpasitas fiskat
daerahj x Indeks kemalwlan kontntksi) x {indeks pertgelenggaraan

pemerintah daerahf

BAB VI

PEMBERTAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 13

Tambahan penghasil"an pegawai ASN tidak diberikan kepada:

a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak
mempunyai tugasljabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ya*g diberhentikan

untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yarrg diberhentikan

dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau
lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan

e" Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di
luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas unuk menjalani masa

persiapan pensiun.

Pasal 14

(11 Pembay-aran TPP ASN dilakukan penundaan terhadap:

a. Pegawai ASN yang tidak patuh dalarn pelaporan Laporan Harga

Kekayaan Penyelenggara Negara {LHKPN};

b. Pegawai ASN yang menguasai atau memanflaatkan Aset Milik atau
dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;

c. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah

berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau InspektoratlAparat
Pengawasan Intern Pernerintah {APIP}.

Q| Akibat penyelesaian ayat {1} diatas, dapat dilakukan apabila Pegawai ASN

berkenaan telah menyarnpaikan dokumen administrasi yang rnenyatakan

bahwa telah mergrelesaikan kewajibannya kepada:

(2) Besaran Basic tambahan penghasilan bagi PNS dihitung menggunakan 

rumus: "(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal 

daerah) x Indeks kemahalan kontruksi) x (indeks penelenggaraan 
pemerintah daerah) 

BAB VI 

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN 

Pasal 13 

Tambahan penghasilan pegawai ASN tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak 

mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah; 

b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan 

untuk sementara atau dinonaktifkan; 

c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan 

dengan hormat atau tidak dengan hormat; 

d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau 

lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan 

e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di 

luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas unuk menjalani masa 

persiapan pensiun. 

Pasal 14 

( 1) Pembayaran TPP ASN dilakukan penundaan terhadap: 

a. Pegawai ASN yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harga 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 

b. Pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan Aset Milik atau 

dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; 

c. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah 

berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/ Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

(2) Akibat penyelesaian ayat ( 1) diatas, dapat dilakukan apabila Pegawai ASN 

berkenaan telah menyampaikan dokumen administrasi yang menyatakan 

bahwa telah menyelesaikan kewajibannya kepada: 



a. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah

atas dokumen terkait kepemilikan asset;

b. Inspektur dan/atau BPK, terkait dokumen penyelesaian atas pelaporan

LHKPN, gratifikasi dan Tuntutan TPTGR.

Pasal 15

Pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN diberlalrukan kepada :

a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja" kecuali karena ditugaskan secar€r

kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan deagan Surat

Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan pada

bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:

1) $ebesar 2a/* {d*a persen} dari 40%{empat puluh persen} TPP yang

seharusrrya, uRtuk tiap 1 {satu} hari tidak masuk kerja dengan

keterangan yang jelas;

2l Sebesar 3o/o {tiga persen} dari 40a/o (empat p,uluh persen} TPP yang

seharusnya, untuk tiap 1 {satu} hari tidak masuk kerja;da:l

3) Paling banyak sebesar LOOo/s (seratus persen) dari total TPP yang

seharusnya, uatuk tiap 1 {satu} bulan tidak masuk kerja.

b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka

diberikan pengurangan TPP sesrrai persentase sebagai berikut:

Keterlarnbatan {TL} Larna Keterlambatan

Perserrtase

Pengura*gan {4006 dari

total TPP yang

seha:rusnya!

Tt1 1 menit s.d.<31 menit o,5 9;

TL2 31 menit s.d.<61 menit l,o o/a

TL3 61 menit s.d.<91 menit L,25 o/a

Llr + >91 menit dan atau

tidak mengisi daftar

hadir masuk kerja

1,5 yo

c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada butan

berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum

Waktu {PSW}

Larna Meninggalkan

Pekerjaan Sebelum

Waktunya

Persentase

Pengurangan {4oo/a

dari total TPP yang

seharusnya|

a. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah 

atas dokumen terkait kepemilikan asset; 
b. Inspektur dan/ atau BPK, terkait dokumen penyelesaian atas pelaporan 

LHKPN, gratifikasi dan Tuntutan TPTGR. 

Pasal 15 

Pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN diberlakukan kepada : 

a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja kecuali karena ditugaskan secara 
kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan pada 

bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP: 

1) Sebesar 2% (dua persen) dari 40%(empat puluh persen) TPP yang 
seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan 

keterangan yang jelas; 

2) Sebesar 3% (tiga persen) dari 40% {empat puluh persen) TPP yang 

seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;dan 

3) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari total TPP yang 

seharusnya, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja. 

b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka 

diberikan pengurangan TPP sesuai persentase sebagai berikut: 

Persentase 

Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan 
Pengurangan (40% dari 

total TPP yang 
seharusnya) 

TL 1 1 menit s.d.<31 menit 0,5% 

TL2 31 menit s.d.<61 menit 1,0 % 

TL3 61 menit s.d.<91 menit 1,25 % 

TL4 2>91 menit dan atau 1,5% 
tidak .. daftar meng1s1 

hadir masuk kerja 

c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan 
berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut: 

Persentase 
Pulang Sebelum 

Lama Meninggalkan 
Pengurangan (40% 

Pekerjaan Sebelum 
Waktu (PSW) dari total TPP yang 

Waktunya 
seharusnya) 



PSW 1 1 menit s.d. <31 menit o,57"

PSW 2 31 rnenit s.d. <61 menit 1AtL70

PSW 3 61 menit s.d. <91 menit 1,25o/o

PSIM 4 >91 menit dan atau tidak

mengisi daftar hadir
pulang kantor

1,55yo

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada" pegawai ASN tanpa

mengindahkan Pasal 14 dalas hal tidak mernenuhi jumlah kehadiran de*gan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pemotongan total TPP sebesar 25a/o (dua puluh lima persen) selama 6

{enam} bulan bagi Pegavrai ASN yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah secara kumulatif selama 11 {sebelas) sampai denga:r 13 {tiga belas}

hari kerja dalara l{satu} tahun;

b. Pemntongaa total TPP sebesar 2Solo{dua puluh tima persen} selama 9

{sembilaa} bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan

yang sah secara kumulatif selama 14 {empat belas} sampai dengan 16

{enam belas} hari kerja dalam 1 {satu} ta}run;

c. Pemotongan total TFP sebesar 25olo (dua pufuh Ema perren) sehma 12

{dua belas} bulan bagi kgawai ASN yang tidak sasuk kerja tanpa alasan

yarrg sah secara kumulatif selama 17 {tujuh belas} sampai dengan 2O

fdua puluh] hari kerja dalam 1 {satu} tahun;

BAB VII

PENILAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 17

tl) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN setiap bulan dinilai

berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2, Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN pada ayat (1) diba3.ar

berdasarkan pada:

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 6O7o dari besaran TPP yang

diterima pegawai ASN; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 4O% dari TPP yang diterima pegawai

ASN.

t3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:

a. peiaksanaan tugas; dan/atau

PSW 1 1 menit s.d. <31 menit 0,5% 

PSW2 31 menit s.d. <6l menit 1% 

PSW3 61 menit s.d. <91 menit 1,25% 

PSW4 2>91 menit dan atau tidak 1,55% 

mengisi daftar hadir 

pulang kantor 

Pasal 16 

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada pegawai ASN tanpa 

mengindahkan Pasal 14 dalam hal tidak memenuhi jumlah kehadiran dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 

(enam) bulan bagi Pegawai ASN yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) 

hari kerja dalam l(satu} tahun; 

b. Pemotongan total TPP sebesar 25%(dua puluh lima persen) selama 9 

(sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 

(enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 

c. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 

(dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 

(dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 

BAB VII 

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN 

Pasal 17 

( 1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN setiap bulan dinilai 

berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. 

(2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN pada ayat ( 1) dibayar 
berdasarkan pada: 

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang 
diterima pegawai ASN; dan 

b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai 
ASN. 

(3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan: 

a. pelaksanaan tugas; dan/ atau 



b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas

pegawai yang dipimpinnya.

(4| Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a antara

lain:

a. uraian tugas jabatan;

b. indikator kinerja Utama;

c. perjanjian kinerja; atau

d. indikator kinerja individu.

(5) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada

awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap

tahunnya.

(6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran

pegawai.

(7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dirnaksud pada ayat {6} dinilai pada saat

masuk keda dan pada saat puiang kerja.

BAB YIII

BESARAN TAMBAHAN PENGHASII-AN PEGAWAI ASN

Pasal 18

t1) Besaran TpF ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesu$i ditetapkan

melalui Keputusan Bupati sesuai dengan pertimbaagan sebagaimana

dimaksud pada Pasa} 4 dengan memperhatikan asas kewqiaran dan

kepatutan berdasarkan kenaampuan keuangan daerah.

(21 Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dievaluasi setiap

tatrun angarElrl.

BAB IX

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Kepala PD menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode

pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan

potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14.

(21 Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dirnaksud pada ayat {1)

dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini"

b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas 

pegawai yang dipimpinnya. 

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara 

lain: 

a. uraian tugas jabatan; 

b. indikator kinerja Utama; 

c. perjanjian kinerja; atau 

d. indikator kinerja individu. 

(5) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada 
awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap 

tahunnya. 

(6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran 

pegawai. 

(7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai pada saat 

masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 

BAB VIII 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN 

Pasal 18 

( 1) Besaran TPP ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji ditetapkan 

melalui Keputusan Bupati sesuai dengan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 dengan memperhatikan asas kewajaran dan 
kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 

tahun anggaran. 

BABIX 
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN 

Pasal 19 

( 1) Kepala PD menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode 

pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan 

potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 



t3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dan ayat (2) disarnpaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling

lambat tanggat 5 bulan berikutnya..

(41 Pengelola TPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran I-angsung

{SPP-LS} sesuai dengan ketentuan peraturan trrerundang-undangan yang

berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 2O

{1} Pelaksana Ttrgas (Plt.} atau Pelaksana Harian {Plh.} diberikan Tambahan

Penghasilan Pegawai ASN bagi yang menjabat dalam jangka waktu pating

singkat 1 {satu} bulan kalender.

{21 Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana T\rgas (Plt.} atau

Pelaksana Harian {Plh.} pada posisi jabatan yang berada satu tingkat

lebih rendah, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN

dari jabatan definitif ditambah ZAa/o (dua puluh persen) dari TPP Jabatan

(Plt.) atau Pelaksana Harian {Plh.} yang dirangkap.

(3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana T\rgas {Plt.} atau

Petraksana Harian {Plh.} pada posisi jabatan yang setara, rnaka

mendapatkan tambahan penghasilan pegavrai ASN sebesar nilai tertinggi

ditambah 2AYo {dua puluh persen} dari tambahan penghasilan pegawai

ASN jabatan Pelaksana Tbgas {Plt.) atau Pelaksana Harian tPlh.} yang

lebih rendah.

(41 Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas {Plt.} atau

Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat

lebih tinggi, maka mendapatkan tarnbahan penghasilan pegawai ASN

sebesar nilai tertinggi tambahan penghasilan pegawai ASN jabatan

Pelaksana T\rgas (Plt.) atau Pelaksana Harian {Plh,}.

(5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang rnerangkap sebagai Pelaksana

Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian {Plh.} dibayarkan terhifung mulai

tanggal menjabat sebagai Pelaksana T'ugas (Plt.) dan Pelaksana Harian

{Plh"}.

t6) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Serrin d"an Jumat

pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan penguraagan tambahan

penghasilan pegawai ASN sebesar 2a/o {dua persen} dari penilaian disiplin

kerja.

(3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dan ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(4) Pengelola TPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

(SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

(1) Pelaksana Tugas {Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan 
Penghasilan Pegawai ASN bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling 
singkat 1 (satu) bulan kalender. 

(2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau 

Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat 

lebih rendah, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN 

dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan 

(Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap. 

(3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau 

Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka 

mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar nilai tertinggi 

ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai 
ASN jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang 
lebih rendah. 

(4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Togas (Plt.) atau 

Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat 
lebih tinggi, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN 

sebesar nilai tertinggi tambahan penghasilan pegawai ASN jabatan 
Pelaksana Togas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.). 

(5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana 

Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai 
tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian 
(Plh.). 

(6) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat 

pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan tambahan 

penghasilan pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin 
kerja. 



(71 Dalarn hat pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pegi

dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan

pengurangan TPP dengan melarnpirkan dokumen pendukung.

t8l Dalam hal terjadi perubahan jabatanlpelantikanlmutasi sebelum tanggal

15 {lima belas} bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada brrlan

berkenaan mengikuti pada jabatan baru.

t9) Dalam hal terjadi perubahan jabatanlpelantikan/mutasi setelah tanggal

15 {lima betras} bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan

berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.

(1O) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Mesuji yang mendapat tugas sebagai Kelompok Keda Pemilihan dan

Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan BaranglJasa yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepa1a Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka

diberikan TPP sebesar 50% {lima puluh persen} dari TPP Jabatan

Fungsional Pengadaan Barangl Jasa.

(1U TPP dikenakan luran Jaminan Kesehatan sebesar 1olo {satu persen} dari

pagu anggaran TPP pada masing-rnasing jabatan dan mekanisme

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan berped.oman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

{12} Pembayaran TPP bagi CPNS tidak dibayarkan sampai dengan terbitnya

Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

{13} Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungisonal tidak dibayarkan"

(1a) Datam hal setelah terbitnya belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau

tidak tersedianya kotaklwadah jabatan pada peta jabatan, tambahan

penghasilan bagi PNS diberikan sebesar lO0a/o {seratus persen} dari nilai

TPP kelas jabatan terendah sesuai. Jenis Jabatan sesuai peraturan

perundang-undangan.

{15} Dalarn hal Pegarvai ASN merupakan pejabat dan/atau staff fungsional dan

mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural, maka yang

bersangkutan hanya berhak menerima TPP dengan besaran tertinggi.

Pasal 21

Peraturan Bupati Mesuji ini digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan

penghasilan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Mesuji sejak bulan Januari

sampai d.engan Desember Tahun Angga:rian Berjalan.

-z-z-

(7} Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi 

dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan 

pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung. 

(8) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/ pelantikan/ mutasi sebelum tanggal 
15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan 

berkenaan mengilruti pada jabatan baru. 

(9) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 

15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan 

berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya. 

(10) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mesuji yang mendapat tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan 

Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, maka 

diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan 

Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa. 

(11) TPP dikenakan Juran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dari 

pagu anggaran TPP pada masing-masing jabatan dan mekanisme 

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(12) Pembayaran TPP bagi CPNS tidak dibayarkan sampai dengan terbitnya 
Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. 

(13) Pembayaran TPP bagi CPNS formasijabatan fungisonal tidak dibayarkan. 

( 14) Dalam hal setelah terbitnya belum ditetapkan kelas jabatan dan/ atau 

tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan pada peta jabatan, tambahan 
penghasilan bagi PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai 

TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

( 15) Dalam hal Pegawai ASN merupakan pejabat dan/ atau staff fungsional dan 

mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural, maka yang 

bersangkutan hanya berhak menerima TPP dengan besaran tertinggi. 

Pasal 21 

Peraturan Bupati Mesuji ini digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan 

penghasilan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Mesuji sejak bulan Januari 

sampai dengan Desember Tahun Anggaran Berjalan. 



BAB )fl
KETENTUAN PERALIHAN

Paw722

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji

Nomor 3 Tahun 2027 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagt Pegawai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesqii

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengaa Peraturan Bupati

Mesuji Nomor 1 Tahun 2A22 bntang Perr.lbahan Kedua atas Peraturaa Bupati

Mesqii Nomor 3 Tahun ZAZL tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bag

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Mesuji

dinyatakan dica,but dan tidak berlaku lagl.

BAB xII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesqji.

Ditetapkan di Mesu.ii

pada tanggal €l /h"'re

PJ, BUPATI MESUJI,

/ 2A23

Diundangkan di Mesuji ,
pada tanggal </ 7Y7or./ 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATE.N MESUJI TAHUN 2A23 NOMOR ?

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Mesuji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 

pada tanggal / Dare/ 023 

Pj. BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji / 
pada tanggal s/ Mare/ 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

• BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR J' 
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